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PETA PROSES BISNIS
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Level 2

Penyusunan program kerja, kegiatan,
anggaran dan laporan

—>

Penatausahaan keuangan,
Perencanaan program dan
»
»
|ap0ran, keuanga n, Pengurusan surat menyurat, kearsipan,
kepegawaian perlengkapan, perpustakaan, serta menyiapkan
penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan
dan administrasi kepegawaian
Penetapan kebijakan teknis,
pelaksanaan kegiatan,
pengkoordinasian, memfasilitasi Pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah
pembinaan dan pengawasan di lingkup sub bidang ketahanan ideologi

penyelenggaraan pemerintah lingkup
ketahanan ideologi Negara, wawasan

Lalhan~raan hala ANAamava omilal
Penetapan kebijakan teknis,
pelaksanaan kegiatan,
pengkoordinasian, memfasilitasi
pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah lingkup
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen
LAnflil

Penetapan  kebijakan  teknis,
pelaksanaan kegiatan,
pengkoordinasian, memfasilitasi
pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah

lingkup ketahanan ekonomi, seni,

budaya, ketahanan agama
Penetapan  kebijakan  teknis,
pelaksanaan kegiatan,
pengkoordinasian, memfasilitasi
pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintah
lingkup  kelembagaan  politik

mAanmaavindahan ~mrbad ~alisils

Negara dan bela negara

Pelaksanaan fungsi dan peran

pemerintah di lingkup sub bidang

Pelaksanaan fungsi dan peran
pemerintah  di lingkup sub
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Pelaksanaan fungsi dan peran
lingkup  sub
bidang penanganan konflik

pemerintah  di

Pelaksanaan fungsi dan peran
lingkup  sub
bidang ketahanan ekonomi, seni

pemerintah  di

Pelaksanaan fungsi dan peran
pemerintah  di lingkup sub

bidang ketahanan agama dan

Pelaksanaan fungsi dan peran

pemerintah di lingkup sub bidang
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Pelaksanaan fungsi dan peran

pemerintah di lingkup sub bidang
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Level 3

(1)Penyusunan RKA dan DPA bidang kesekretariatan, (2) Pengkoordinir RKA dan DPA bidang-bidang teknis yang ada di
lingkup Badan Kesbangpol, (3) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan

(1) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, (2) pelaksanaan urusan administrasi
keuangan, (3) Pelaksanaan urusan kas dan gaji pegawai, (4) Penyusun anggaran kas, (5) Pelaksanaan urusan

nerhendaharaan certa verifikasi dan administrasi nenselnlaan tata nisaha keuanean (R) Penvian hahan tanesanan atas

(1) Pengelola, penyusun anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan/perawatan barang inventaris, (2) pengelola
urusan perlengkapan/pengadaan barang, (3) pengurusan surat menyurat dan kearsipan, (4) pengelola urusan teleks,
facsimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat, (5) pelaksanaan urusan administrasi
perjalanan dinas, (6) pelaksanaan urusan kendaraan op , (7) 1 peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesbangpol, (8) Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam

dan per

hidano kanaikan nanokat kanaikan oaii harkala cuti mitaci dan narcianan nancian PNS (Q) Panchimniin dan Pamuniciin

(1)Penyusun RKA dan DPA sub bidang ketahanan ideology negaran dan bela Negara, (2) penghimpun, penganalisa dan
perumusan data yang berkaitan dengan ketahanan ideology Negara dan bela Negara, (3) Penyiapan bahan pelaksanaan
dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ideology Negara dan bela Negara, (4) Pelaksanaan fasilitasi
implementasi peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pemda dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-

(1) Penyusun RKA dan DPA sub bidang wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan, (2) Penghimpun, Penganalisa
dan Perumusan Data yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan, (3) Penyiapan bahan
pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan,

(1)Penyusun RKA dan DPA sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan (2) penghimpun, penganalisa
dan perumusan data yang berkaitan dengan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, (3) Penyiapan bahan
pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan, (4)
Pelaksanaan operasional kominda, (5) peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparatur,

(1) Penyusun RKA dan DPA sub bidang penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing (2)
Penghimpun, Penganalisa dan Perumusan Data yang berkaitan dengan penanganan konflik, pengawasan orang asing dan
lembaga asing, (3) Penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan dengan penanganan
konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing, (4) P fasilitasi implementasi Permendagri tentang
Pedoman Penerimaan dan pemberian bantuan ormas dari dan kepada pihak asing, (5) Pelaksanaan pemetaan daerah

(1)Penyusun RKA dan DPA sub bidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya (2) penghimpun, penganalisa dan
perumusan data yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, seni dan budaya, (3) Penyiapan bahan pelaksanaan dan
fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, seni dan budaya, (4) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan
pengembangan ketahanan ekonomi, (5) pelaksanaan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha
ekonomi, (6) Pelaksanaan fasilitasi pelestarian k nilai-nilai kebud , (7) pelak ]

1 dan per

(1) Penyusun RKA dan DPA sub bidang ketahanan agama dan kepercayaan, ormas dan sosmas, (2) Penghimpun,
Penganalisa dan Perumusan Data yang berkaitan dengan ketahanan agama dan kepercayaan, ormas dan sosmas,, (3)
Penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan agama dan kepercayaan, ormas
dan sosmas, (4) Pelaksanaan fasilitasi FKUB, (5) Pelaksanaan fasilitasi implementasi peraturan bersama menteri agama
dan mendagri tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan
umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat, (6) Pelaksanaan fasilitasi implementasi keputusan

(1)Penyusun RKA dan DPA sub bidang kelembagaan politik pemerintah dan parpol (2) penghimpun, penganalisa dan
perumusan data yang berkaitan dengan kelembagaan politik pemerintah dan parpol, (3) Penyiapan bahan pelaksanaan
dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan politik pemerintah dan parpol, (4) Pelaksanaan fasilitasi

hantuan keniansan kenada narnal (5) facilitasi dan

i tentang LIl Parnol (R) Peninskatan kanasitas

(1) Penyusun RKA dan DPA sub bidang pendidikan budaya politik dan fasilitasi pemilu, (2) Penghimpun, Penganalisa dan

Perumusan Data yang berkaitan dengan pendidikan budaya politik dan fasilitasi pemilu, (3) Penyiapan bahan

pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan budaya politik dan fasilitasi pemilu,, (4)
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